
GUBERNUR SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR ; 480-595-2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 10EPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016 
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan.  dengan Keputusan Gubemur Nomor 
480-1216-2016; 

b bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dan i Organisasi 
Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah 
dilakukan verifilcasi dan i4i. konselcuensi terhaclap informasi publik yang 
dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data 
Umutn/Dikecualikan di lingkungan Pemeriniain Provinsi Sumaiera &rat 

c. bahwa berdasarlcan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat. 

d. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana climak sud cialam huruf a, huruf 
dan huruf c, perlu melalcukan perubahan atas Keputusan Gubemur Nomor 480-
1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Surnatem Rant dan menetapkannya dengan Kepntusan 
Gubernur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indcmesi a Nothor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ierakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulcaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Informasi dan Dolnunentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
KESATU 

ICEDUA 

Merubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 
tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidalc terpisahkan dan i Keputusan mi. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 
2. Bapak Menteri Komunikasi dan lnformatika di Jakarta. 
3. Kepala Lembaga Sandi Negara di Jakarta. 
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta. 
5. Ketua Komisi 1nformasi Provinsi Sumatera Barat di Padang. 
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 
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